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BUPATI BARITO ?IMTIR
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FE}IBEI'TTUKAN PRODUK HUIfi}M DESA

DEI{GAI{ RAHMA? T$$AI!T YAITG NTEHE ESA

BUPATI BAR,ITO ?I5fi$IE,

Menimbang : a. bahrva salah satu upaya menir:gkatkan k"ralitas Produk

Hukum Desa diperiukan suatu pedoman dalam

Pembentukan Produk Hukum Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan setragaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Produk Hukum Desa;

Mengingat 1. pasal i8 ayat i6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234i sebagaimana telah diubatrr dengan undang-undang

Nornor t5 Tahrun 2A19 tentang Perubahan Atas ur:.dang-

undang Nomar 12 Tahun ?011 tentaag Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Ncmor 6398);

3. Undang-Uadang Namor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republ,ik trnd*nesia Ta-hua 2a14 Noraor 7,

Tambahar:. Lembaran i'tregara Republik indonesia- Nomor

sfi*{i}s
t3dh,Sq,.sutr
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Undang-UndangNomor23Tahun2a|4tentang
pemerintahan Daera-h {tembaraa Negara Republik Indonesia

Tahun20l+Nomor244,Tambahanl,embaranNegara
Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah dir-lbah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Ncmor I

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undanSundang

Nomor 23 Tahun zaffi tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia" Nomor

567e1;

Peraturan Pemerintah Norn*r 43 Tahun 2a14 tentang

peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun

2OL4 tentang Desa (Lembarart Negara Republik indonesia

Tahun 2ol4 Nomor L23, Tambahas Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomot 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 571711;

6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 111 Tahun 2ol4

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Al+ Nomor 2091);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK

HUKUM DESA

4.

(

i

Menetapkan

BAE I
I{ETE!$TT}AIS UIIIUM

Pasal 1

Daerah ini yang dimaksud dengan : r3&.ffry,A.F
(/{BA6 HUI(UI* ti[]]ALS,*FL] A$$,.. SEI(DA
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5.

Daerah adalah Kabupaten Barito Timur'

Bupati adalah Bupati Barito Timur'

sekretaris Daerah adalah sekretaris Daera-h KaLrupaten Barito Timur.

camat ad.alah perangkat d.aerah yang memimpi"n penyelenggaraan

pernerintahan kecamatan di Kabupaten Barito Timur.

Kecarnatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten

Earito Timur.

6. Desa adaiah Kesatuan masyarakat Lrukum yang memiliki batas wilayah yang

bennrenang untuk mengatur dan l11engurus urusan pemerintahan, kepentingan

ma.syarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul'

danlatau krak tradisional yang diakui dal1 dihormati dalam sistem

Pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Z. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusarl pemerintahan Can

kepentingan masyarakat setempat dala:n sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan RePublik Indonesia.

B. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

Penyelenggara Pernerintahan Desa.

g. Badan PermusS,awara.tan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalali

lernbaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan ketert'akilan wilayah rlan

ditetapkan secara demokratis.

10. produk Hukum Desa adalah peraturan perundang-undangafi pada tingkat

desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersan:oa KepaJa Desa,

peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan dal'am

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah "

11. peraturan Desa adaiah Peraturan Perundang-undangan yal1g ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dihrahas dan disepakati bersama BPD.

LZ. peraturan Kepaia Desa yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Desa

adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur"

13. peraturan Bersama Kad.es yarig seianjutnya disebut Peraturan Bersama Kepala

Desa adalah Peraturan yang ditetapkaa oleh dua atau lebih Kepaia Desa dan

bersifat mengatur.

14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan 3/ang ditetapkan oleh Kepala Desa

yang bersifat konkrit, individual, dan l?nai.

15. Keputusan BPD yang seianjutnya disebut keputusan BPD adalah keputusan

yang ditetapkan oieh Pimpinan BPD yang bersifat rnenetaFkAn berdasarkan

hasil musyawarah BPD.

i#Bn*iunlil
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16. pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa

atau Berita Desa.

17. Autentifikasi adalah saiinan produk hukum desa sesuai asliaya'

18. Konsultasi adaiah tindakan secara langsung ataupun tidak langsuag yang

dilakukan <l1eh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten terhadap

rnasukan atas Rancangan Produk Hukum Desa.

19. Fasiiitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan

petgry'uk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi darr kerja sama

serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati kepada

pemerintahan Desa terhadap materi muatan rancangan prcduk hukum desa

berbentrlk peraturaa sebelurn diteta-pkan guea mengi:indari diiakukannya

perrrbatalan.

20. Pengawasan ad.alah pengawasail terha.dap produk hukum desa'

Zt. Evaluasi adalah pengkajian Can penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa

untuk mengetahiui kesesuaiannya dengan kepentingan umurrr dan/atau

peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi'

ZZ. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adaiah pernberian nomor

d,alarir rangka pengawasan dan tertih administra-si untuk mengetahui jumlah

i:ancangan Perdes yang dikeluarkan pemerintah desa sebelum Cilakukannya

penetapan dan Pengundangan.

ZS. Pembatalan adalah tindakan yaflg menyatakan tidak treriakunSa tei-krariap

seir1ruh atau seiragian buku, brab, Lragian, paragraf, pasa.l, ayat, dafl/atau

lampiran materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan

Peraturan Bersama Kepala Desa karena trertentangan dengan Peraturan

Feru-ndang-unriangan yang iebih tinggi, kepentingan urnum, dan/atau

kesusilaan, yang berdan:pak dilakukannya pencatrutan atau perubahan.

24. Bertentangan dengan kepentingan ur:lurrr adalah kebijakan yang menyebabkan

terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses

terhadap pelayanan pubiik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum,

terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat danfatau d.iskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan,

ras, antar golongan, dan gender.

25. Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes

adalah rencana keuangac tahunan pernerintahax desa.

26. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Tirnur.

Fp#*FEdq" ffiF
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BAB II
ASAS PTMBEI{TUKAIT

Pasal 2

Dalam membentuk produk: hukum desa harus berdasarkan pada asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik' meliputi :

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapatdilaksanaka'n;

e. kedayagunaandan kehasiigunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

BAE III
JEIIIIS PRODUIT HTIKUM DESA DAN MATERI MUATAN

Pasal 3

Jenis Produk Hukum desa meliPuti:

a. Peraturan Desa;

b. Peraturan Bersama KePaia Desa;

c. Peraturan KePala Desa; dan

d. Keputusan KePala Desa"

Pasal 4

Materi muatan produk hukum desa mengandung asas :

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;'

e. kenusantaraan;

f. hrhineka tunggal ika;

g. keadiian;

h. kesamaaru kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan

j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

-n
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Pasal 5

sehagaimana d.imaksud d.alam Pasal 3 dilarang bertentangan

umum, danlatau ketentuan Peraturan Perundang-undangan

l

t1)

{2)

(3)

{41

(U

t?t

Produk Hukum Desa

dengan kepentingan

yang lebih tinggi.
Pasal 6

peraturan Desa sebagaimana di"maksud dalam pasal 3 huruf a berisi irateri

pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggt.

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

b berisi materi kerjasama desa.

Feraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Lrerisi

materi pelaksanaan Peratur:an Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan

tind,ak lanjut d,ari peraturan perundang-undangan ya11g lebih tinggt-

Keputusan Kepala Desa sebagaimana d.imaksud dalam Pasa] 3 huruf d adalah

Keputusan Kepatra Desa berupa penetapan yang bersifat konkrit dan

individual"

BAB TV
PERATURAil DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pa*al 7

perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala

Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa'

Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa

dapat membeikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk

rencana penyusunan rancangan Peraturall Desa'

Bagian Kedua
Penyusunan
Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala De*a

P*s*l I

(1) penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

4..lt
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{2} Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa' wajib

dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dimohonkan fasilitasi kepada

Bupati untuk mendapatkan masukan terhadap materi Rancangarr Peraturan

Desa.

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat i2) digunakan Pernerintah Desa

untuk tindak lanjut proses penyusullan Rancangan Peraturaft Desa'

Rancangan peraruran Desa yang dikonsultasikan dan telah difasilitasi

sebagaiinana dimaksud, pada ayat {2} disampaikan Kepa1a Desa kepada BPD

untuk dibahas dan disepakati bersama'

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa aleh BPD

Pasal 9

BPD dapat rnenyusun d,an mengusulkan Rancangan Peraturan Desa"

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diraaksud pada ayat t1) kecuali

untuk Rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka

menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBD*s dan Rancangan

Peraturan Desa tentasg laporan pertasggUngjanvaban realisasi pelaksanaan

APBDes.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ti) dapat

diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai

Rancangan Peraturan Desa usulal BPD'

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 1O

BpD mengund,ang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan

Peraturan Desa

Dalam hal terclapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan

usuian BPD mengenai hal yang sa1l.ra untuk dibahas daian:. waktu

pembahasan yang sarna, rrraka didahulukan Rancangan Peraturan Desa

usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa

digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

--) {1}

t2)

(3)

(4)

tu

t2\

(3)

-l
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(1)

(2)

{2)

(3)

{4)

is)

Rancangan

pengusul.

Rancangan

kecuali atas

P*saI 11

Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh

Peraturan Desa yang teiah dibahas tidak dapat ditarik kembali

kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 12

tl) Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa yang dibahas antara Kepala

Desa dan BPD harus disetujui oleh BPD.

Dalarn hal perseiujuan oieh BPD tidak dapat dilak*kan secara rnufakat, maka

keputusan diambil secara mufakat.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama disampaikan oieh

pirnpinan tsPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Feratu-ran Desa

paling lambat 7 {tujuh} hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat {3} ditetapkan dengan

Keputusan BPD.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} wajib

ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling

larnbat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Feraturan

Desa d-ari Pimpinan BFD.

BAB V
PERATURATT DESA

Pasal 13

Untuk melaksanakan Peraturan Desa atau atas kuasa Peraturan Perundang-

undangan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa.

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala. Desa.

Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi rnateri pelaksanaan Peraturan

di Desa dan Peraturan Perundang-undangan ]rang lebih tinggi.

Pasal 14

Dalam menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa, dap*t di konsultasikan

kepada OPD terkai*,-.

{1)

{21

{3}

ffi-#h P,'t;,5rffi
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BAB VI
PERATURASI BERSAMA KEPAI4A DESA

tsagian Kesatu
Perencanaaa

Pasal 15

{U perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepaia Desa

ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lehih dalam rangka kerja sama

antar*Desa.

{Z} perencanaan penyusunan rancarigall Peraturan Bersama Kepala Desa

sekragaimana dimaksud pada ayat tl) ditetapkan setelah rnendapatkan

rekornendasi dari Musyawarah Desa darr BPD.

B*gian Kedua
Penyusuaan

Pasal 16

Penyusunan rarcangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oieh Kepala

Desa pemrakarsa.

Pasal 17

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib

dikonsultasikan kepada masyarakat desa n:,asing-masing dan dapat

dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat

(i) digunakan Kepaia Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan

Peraturan Bersama Kepaia Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan dan PenetaPan

Pasal 18

PemLrahasan Rancangalr Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 {dua)

Kepala Desa atau lebih.

Pasal 19

Kepala Desa yang rnelakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan

Peraturan Bersama Kepa-la Desa dengan rnembubuhkan tanda tangan paling

lambat 7 {tujuh} hari terhitung sejak tanggai disepakati-

(1)

l2l
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(1)

{2}

BAB 1III
KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 2O

Untuk rnelaksanakan peraturan Desa, Feraturaa Kepala Desa, atau atas

kuasa Peraturan Perundang-undangan, dan dalam rangka menjalankan

kerryenangan didesa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa'

Fen3rusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa dikaordinasikan oleh

sekretaris De*a dengan Aparat Desa sesuai dengan kewenangannya'

Keputusan Kepala Desa bersifat penetapan"

BAB 1TIII
FA,SILTTASI, E\IALUASI DAI{ KLJTRIFIKASI

Bagian Kesatu
F.asilitasi

Pasa! 21

Bupati melakukan fasilitasi terhad.ap Rancangan Peraturan Desa, Rancangan

Peraturan Kepala Desa, dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa'

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepaca oPD dan

di koordinasikan oleh Bagial Hukurn.

Fasiiitasi terhadap Rancangan Peraturan Desa diiakukan sebelum mendapat

persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} tidak d.iberlakukan terhacap raEcangan Peraturan Desa yang

dilakukan evaluasi.

Bupati dapai membentuk tim fasilitasi yang dikocrdinasikan oleh tsagian

Hukun-1.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

(3i

tu

lzi

t3)

(A\\,,

I (5)

t5)

Bagiaa K*drr*
Erlaluasi

Fa**I 22

(1) Rancaaga::r Feraturan Desa tentaEg AFBIe*. pr:agr"etaa, tata ruartg, dan

organisasi Pesaerintah D*ea yans telah dibaha* dan di**pakati aleh Kepala

Desa dan BpD, disarnpaika* aleh €epala *esa k*pada Bupati p*liag trarr:bat 3

itiga] hari s*jak di*epakati ur:iuk diesah:a*i'

(Z) Dalam hal Blpati ti*ak rner:tberika:: hasi.l ev*lua*i dalam batas waktu 2* {dua

nr;luhl hari. Peraiulran Desa tersebut berla-ku dengan sendiinl'a"
"---------L*
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(s)

i6)

(3)

{4J

(7)

{1}

(2)

{)1

(3)

Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada camat atau OPD yang

membidangi masalah hukurndanf atau desa.

Untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Feraturan Desa tentang

APBDes, pungutan, tata ruang, dan *rganisasi Pemerintah Desa sebagairnana

dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi yang keanggntaannya

terdiri atas instansi pemerintah Daerah terkait dan di kocrdinasikan oleh

Bagian Hukum.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat {4} disesuaikan dengan kebutuhan dari

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {ai melaporkan hasil evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang AFBDes, pungutan, tata ruang, dan

organisasi Pemerintah Desa kepada Bupati.

Hasil evaluasi seLragaimana d.imaksud pada ayat i3i dimuat dalam Lrerita acara

untuk dijadikan bahan Keputusan Bupati.

Pasal ?3

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagairnana dimaksud dalarn Pasal

22 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 2O {dua puluh} hari kerja

terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.

Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Desa wqiib memperbaikinya.

Pasal 24

Kepatra Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sehragaimana dimaksud

dalarn Pasal 23 ayat {2} paling larna 20 {dua puluh} hari sejak diterimanya

hasii evaluasi.

Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1}.

Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati

melalui camat atau OPD yang ditunjuk.

,_1. i 1i

Pasal 25

Dalam hal KepaIa Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagairnana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati
memLratalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

$fiKffi&i:,[;:;ir"l. ,:1, l; i\,1]



{1} Peraturan Desa yang

kepada Bupati paling

dikiarifikasi.

i2) Bupati melakukan kiari{ikasi peratr.lran

klarifikasi paling lambat 30 {tiga puluh} hari

Bagian Ketiga
Klariflkasi

Pasal 26

telah diundangkan

iambat 7 {tujuh}

disampaikan oleh Kepala Desa

Hari sejak diundangkan untuk

Desa dengan membentuk tim
sejak diterirna.

(1)

\z]

(1)

Pasal 2?

Hasil kia.rifikasi dapat berupa :

a. hasil kiarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang letrih tinggi; dan

b. hasii klariiikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
ketentuan Peraturan Perundang-undangall yang lebih tinggr-.

Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} peraturan

Desa Cdak bertentangan dengan kepentingan umum, danfatau ketentuan
peraturan perundang-undangari yang lebih tinggi Eupati rnenerbitkan surat
hasil klarifikasi yang berisi hasii klarifikasi yang telah sesuai.

Daiam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksu{i pada ayat i1} bertentangan
dengan kepentingan Lttr*ur&, Can/atau ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi Bupati membataikan Peraturan Desa tersebut
dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBATALAI$ PRODUK HUKTTM I}ESA

Pasal 28

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa kepada Bupati paling lama 7

(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bupati melalui Sekretaris Daerah meLakukan pembatal.an Peraturan Desa.

Pembataian Peraturan Desa sebagairaana dimaksu-d pada ayat (1), diiakukan
setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat
komponen iingkup perangkat daerah dan instansi terkait

{3}

(2)

(3)

(2) terdiri atas

sesuai dengan

{4}

$ffi;,,\,Fl..X",:,.:qfl.;
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{s}

{6)

Kajian dilakukan paiing lama 3O {tiga puluh) hari sejak diterima oleh tim.
Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (s) din_yatakan sesuai
dengan:

a. hasil Fasilitasi;atau

tr. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
danf atau kesusilaan, diterbitkan surat Sekretaris
Bupati kepada Kepala Desa perihal pern}rataan sesuai.

(71 Dalam hai hasii kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
sesuai dengan:

a. hasil Fasilitasi; atau

b" peraturan peruadang-undangan yang lebih tinggi,
dan/atau kesusiiaan, ditetapkan Keputusan Bupati
Peraturan Desa.

kepentingan urnum

Daerah atas nama

{5} dinyatakan tidak

kepentingan umum

tentang pembatalan

'i BAB x
NOMOR IEEGISTEIE

tsagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan w4jib mendapatkan Nomor
Register.

t2\ Rancangan Peraturan Desa yang belum rnendapatkan nomor register
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} belum dapat ditetapkan Kepala Desa dan
belum dapat diundangkan dalam lembaran desa.

a' (3)

(4)

Pemberian Nomor Register Peraturan Desa diiaksanakan aleh OPD yang

membidangi hukum.

Penulisan pemberian Nomor Register sebagaimaaa dimatrisud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 3O

(i) Pernberian Ncmor Register Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud.
dalam Pasal 29 ayat {3} disampaikan Kepala Desa dengan cara:

a. hnrdcopy disertai dengan saficopg Rancangari peraturan Desa;

b" penyampaian Keputusan BPD tentang persetujuan bersarna aRtara Kepaia
Desa dan BPD; dan

c. penyampaian surat permohonaft register dari Kepala Desa.

F:b&'9q*$1tr
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(1)

(21

t1)

(2|

t3)

{2) Selain penyampaial sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terhadap
Rancangan Peraturan Desa yang dievalua*i harus dilengkapi dengan
Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan peraturan Desa.

Bagian Kedua
Honnor Register ?erlradap Rancangan perdes yang dievaluasi

Pasal 31

Daiam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Ratrcalgan Peraturan Desa

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Nomor Register.

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancarrgarr Peraturan Desa tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tingSSi

danf atau kepentingan umum, Kepala Desa bersama BpD melakukan
penyempurnaan paiing lama 7 {tuJuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi
diterima.

Bagian Ketiga
Hcmor Register ?erhad.ap Rancang*n perde*

Fasal 32

Kepala Desa wajib menya&paikan Rancaagan Peraturan Desa kepada Bupati
paiing lama 3 {tiga} hari terhitung sejak kesepakatan bersama BPD untuk
rnendapatkan Nomor Register Peraturan Desa.

Kepala Desa mengajukan permohonan nomor register kepada Bupati setelah
KepaJa Desa bersama BPD melakukan psnyempurnaan terhadap rancangan
Peraturan Desa yang dilakukan fasilitasi

Rancangan Feraturan Desa yang telah mendapat nornor register sebagaimana

dimaksud paCa ayat {1} ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubu}rkan
tanda tangan paling lama 30 {tiga puluh} hari sejak Rancangan Peraturan
Desa diseiujui bersarna oleh BPD dan Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang telah rnendapat Nomor Register sebagaimana

dimaksud pada ayat (1], terhadap Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan
evaluasi ditetapkan oleh l{epala Desa dengaa membubuhkan tand,a tangan
terhitung sejak proses Keputusan Bupati untuk evaluasi dilaksanakan.

$":i"f;iLF.?,JhEir
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BAB XI
PENE?APAffi , PEI{OMORAS, PEITDOKUMEI{?ASIAIT DAfi PE}IGUITI}AEGAI'T

Bagi*a Kesatu
Penetapan

Pasal 33

Rancangan Peraturafl Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa, Rancangan
Futusan Bersama Kepala Desa, dan Rancangan Keputusan Kepala Desa
ditetapkan dengan dihubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Kepaia Desa, Rancangan
Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Rancangan Keputusan Kepala Desa yang
telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat {l)
cisampaikan kepada sekretaris Desa untuk diundangkan.
Dalam hal Kepaia Desa tidak menandatangani Rancangan peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat {1i dalam jangka waktu 30 {tiga puiuh} hari,
Rancangan Peraturan Desa tersebut w4jib diundangkan dalam Lem}aran Desa
dan sah menjadi Perdes dengan kalimat pengesahan berbunyi "peraturan Desa
ini dinyatakan sah".

Penandatangan Rancangan Peraturari Desa, Haaca-ngan Peraturan Kepala
Desa, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Rancangan Keputusan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat i3i dilakukan oleh Kepaia
Desa.

Daiam hai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berhalangan
sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Peraturan
Desa, Rancangan Peraturan Kepala Desa, Rancangan Peraturan Bersama
Kepala Desa,, Can Rancangan Keputusan Kepala Desa dilakukan otreh

Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau penjabat Kepara Desa.

Bagian Kedua
Pengulrdailgarl

Pasal 34

Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa daiam lernbaran desa.

Sekretaris Desa mengundangkan Peratrrran Kepala Desa, dan Keputusan
Kepala Desa dalam berita desa.

Pera.turan Bersama Kepala Desa diundangkan d.alam Berita Desa oleh
Sekretaris Desa masing-inasing de**.
Produk hukum desa dinyatakan mulai bertraku dan mempun_vai kekuatan
hukum yang rnengikat sejak diundangkan.

$'3tr4 Ll{ i.i"\, iF
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(1)

(2)

(3)

(1)

{2)

(1)

Bagian Ketiga
Penyebarluasan

Pasal 35

Penyeirarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan
rencana penyusunafl rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan
Peraturan Desa, pembahasan Rancangaa Feraturan Desa, hingga
Pengundangan Peraturar: Desa.

PenyeLrarluasan setragaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan untuk
memberikan informasi daa/atau mer::peroleh masukan masyarakat dan para
pernangku kepentingan.

Penyebarluasan Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepaia Desa
dilakukan oleh Pemerintah Desa.

BAB XII
PE!{DAITA.*I{

Pasal 36

Pernbiayaan Pembentukan Produk F{ukum Desa dapat bersumber dari
a. APBDes;

b. APBD; dan

c. Sumtrer lain yang tidak mengikat

BAB XIII
PARTISIPASI MS,SYAXAXAT

Pasal 3?

Masyarakat berhak memberikan rnasukan secara lisan atau tertulis
rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan peraturan Desa.

Masukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

disampaikan kepada Kepala Desa dan/atau BpD.

dalam

dapat

{2}

BAB XIV
KETEIITUAX LAIIT-LAIIIT

Pasal 38

Ketentuan mengenai teknik penyusunari Pembentukan Produk Hukum Desa

tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan d,ari

Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lehih lanjut mengenai pelimpahan Ke:nrenangan Bupati serta SOp
berkenaan pelaksanaan Fasilitasi, daa Evaluasi Produk Hukum Desa diatur

$'fliitl-4

lebih lanjut d,engan Peraturan Bupati.



BAB XlI
I( TEtrTUAIT PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 7C oktoogE 2OrO

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 7L glr4orlvp^ 2o2b

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

I

LEONARD S. AMPUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2A2A NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KALIMANTAN TENGAH : O5, 65/2020
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PEIIIJELASAIiT
ATAS

PEITATURA}T DAERAH I{ABUPA?EI{ SAR,ITO ?IMI}R

!TOMGR ?AIITTH ?S2S

TEIYTAIITG

PEMBE}F?UKAIII PRODUK HUKTTI$ DESA

I. UMUWI.

Sebagai negara yang berd,asarkan hukurn, maka aspek kehid.upan
berrnasyarakat, trerbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggar.aan
pemerintahan desa harus berdasarkan hukum. Sei:*,gai landasan hukum dalam
penyelenggaraall pemerintahan dan pembangunart, peraturan perundang-
undangan pada tingkat desa baik berupa Peratllran Desa., peraturan Kepala
Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa harus
disusun dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan
teknik penyu$unan peraturan perund,ang-undangan, sehingga d,apat
rnemberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepasti.an hukum.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangari yang baik, diperlukan
berbagai persyaratan yang berkaitan dengan asas, tata cara penSziapan dan
pembahasan maupun pemberlakuannya. Otreh karena itu maka dalarn
Peraturan Daerah ini ciiatur ketentuan tentang asas pembentukan, materi
muatan, perertcanaan peflyusunan, pembahasan dan penetapan,
penyebarlqasan dan partisipasi rnasyarakat. Peraturan Daerah ini juga
memi:erikan kepastian hukum mengenai prosedur dan teknik penyusunan yang
harus Citaati dalam pembentukan peraturan pemndang-undangan di d,esa.

II. PASAI, I}EMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Fluruf a

Yang Cimaksud Cengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa d,aiam
pernbentukannya harus mempunyai tuj*an yang jelas yang hendak
dicapai"

p@"ffipt*hF
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Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaac atau organ pembentuk yang
tepat" adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus
dibuat oieh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan
yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat
dibataikan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat
yang tidak berwenang.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan"
adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus
benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis
peraturaa perundang-undangannya.

huruf d

Yang dirnaksud dengan asas "dapat diiaksanakan" adalah bahwa setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan
efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat,
baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasitrgunaan" a6alah
bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalarn mengatur
kehidupan trermasyarakat, i:erbangsa, d.an bernegara.

huruf f
Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adaLah bahra,a setiap
peraturan perundang-undangan harus memenuhi persrrraratan teknis
penyusunafl peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan
kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jeias dan rnudah
dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi
dalam pelaksanaa"nnya..

huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan' adalah bahwa dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,
persiapan, penyusttrtaJl, dan pembahasan bersifat transparan dan
terhuka. Dengan dernikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk rnemtrerikan masukan dalam
pro ses pe mb uatan peratu rarr peruadang- u ndangan.

F,$,${i,,, }iT,,,f,ir, jfi;
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Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 1 1

l

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal LB
:

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
s,6qR.&F
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Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jeias.

Pasai 24

Cukup jelas.

Pasa-l 25

Cukup jelas.

Pasal 26
:

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 3O

Cukup jelas.

Pasal 3 1

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAIV DAERAII I{ABUPATE!5 BARITO TIMUR lvoMoR iz



LAMPIRAN
PERATURAN DAERA}I ITABUPA?EN BARI?O TIMUR
NOMOR ? TAIIUN 2O2A
TENTANG PEMBEI{TUKAN PRODUK HUKT'II DESA

TPKNIK PEITYUSUNAIT PRODUK HUKUM DESA

I. TEKNIK PEISYUSUNAN.

Kerangka struktur Perdes, PerKades, PB Kades, dan Keputusan Kepala Desa
terdiri dari :

A. Penamaan/Judul;

B. Pembukaan;

C. Batang Trrbuh;

D. Penutup; dan

E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Perdes, PerKades dan
Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan I Judul

1. Setiap Perdes, PerKades
penamaan/judul.

dan Keputusan Kepala Desa mempunyai

2. Penamaan/judul Perdes, PerKades dan Keputusan Kepala Desa memuat
ketetan$an mehgenai jehis, nOmor, tahUn dan tehtang hama peraturan
a"tam keputusan yang diatur.

3. Nama Pefdes, PerKades dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan
mencerminkan isi Perdes, PerKades dan Keputusan Kepala Desa.

4. Judul ditulis dengan huruf kapital tahBa diakhiri tahda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:

a. Perdes

PERDES (NAMA DESA)

KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5. TAHUN .?NO

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ff#'d*"$4';S"$tr
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b. PerKades

PERKADES ..... (NAMA DESA)

KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2O2O

TENTANG

IURAN PEMBANGUNAN JALAN DESA

c. Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA (NAMA DESA)
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Perdes terdiri dari :

a. Frasa " Dengan Rahmat T\.rhan Yang Maha Esa";

b. Jabatan pembentuk Perdes.

c. Konsiderans;

d. Dasar Hukum;

e. Frasa "Dengan Persetujuan Bersama BPD dan Kepala Desa";

f. Memutuskan; dan

g. Menetapkan.

Pembukaan pada PerKades terdiri dari:

a. Prasa " Dengan Rahmat T\rhan Yang Maha Esa";

b. Jabatan pembentuk PerKades .

c. Konsiderans;

d. Dasar Hukum;

e. Memutuskan; dan

f. Menetapkan.

Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

a. Frasa "Dengan Rahmat T\rhan Yang Maha Esa";

b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;

c. Konsiderans;

d. Dasar Hukum; dan

e. Memutuskan;

2.

3.
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PENJELITSAN

a. Frasa "Dengan Rahmat T\:han Yang Maha Esa";

Kata. frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan
kata yang harus ditulis dalam Perdes, PerKades dan Keputusan Kepala Desa,
cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Jabatan

Jabatan pembentuk Perdes, PerKades dan Keputusan Kepala Desa, ditulis
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

KEPALA DESA (NAIIIA DESAI,

Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian
singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-
alasan serta landasan 5ruridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya
Perdes, PerKades dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok
pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan
huruf a,b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a.

d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar
hukum bagi pernbuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula
jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya
Perdes, PerKades dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan
langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi dua, yaitrr :

a) Landasan yuridis kewenangan membuat Perdes, PerKades dan Keputusan
Kepala Desa; dan

b) Landasan 3ruridis materi yang diatur.

b.

c.

sfrKme
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3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan
perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan
produk hukum yarrg dibuat.

Catatan: Keputusan yang bersifat Penetapan, Instruksi dan Surat
Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak
termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi
peraturan perundang-undangan, atau apabiia peraturan perundang-
undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan
tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundangundangan
tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan
nomor urutan pembuatan peraturan perundang-und arrgar, tersebut.

5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lernbaran
Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ad.a).

6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap
dasar hukum diawali dengan angka arab l, 2,3, dst dan diakhiri dengan
tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat: 1. undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zoll Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5s3e);

Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang....;

Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran
Daerah .....Tahun ... Nomor .. , Tambahan Lembaran Daerah
....Nomor...)

2.

-.f.

4.

e. Frasa "Dengan Persetujuan Bersama BpD dan Kepala Desa"

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Persetujuan Bersama BPD dan Kepala Desa",
merupakan kaiimat yang harus dicantumkan dalam Perdes dan cara
penulisannya dilakukan sebagai berikut :

1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;

2l Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan
huruf kapital;

3) Kata "antara" serta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan

4l Kata "BPD dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.



Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA {Nama Desa)

dan
KEPALA DESA (Nama Desa)

f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda
baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkaa

Kata "Menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang
disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal
kata "Menetapkar" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca
titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . dst.

Penulisan kembali nama Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala Desa yang
bersangkutan dilakukan sesudah kata "rnenetapkan" dan cara penulisannya
adalah:

o Menuliskan kembali narna yang tercantum dalam judul;

o Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;

o Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri

-., dengan tanda baca titik (.).
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Pada Perdes sebelum kata'MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:

Dengan Persetujuan Bersama

Badan Permusyawaratan Desa (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA (Nama Desa)

Contoh :

a) Perdes;

Menetapkan

b) Perlkdes :

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA
PENGGUNAAN AULA DESA.

c) Keputusan Kepala Desa:

MEMUTUSKAN:

MenetAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN
PETUGAS JAGA KEAMANAN LINGKUNGAN.

Catatan :

Contoh pembukaan Perdes, PerKades, dan Keputusan Kepala Desa secara
keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Perdes

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

KABUPATEN BARITO ?IMUR

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

{Nama Perdes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

It'.t8.t$ i'iiltiiltt i ii;,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG PENGGUNAAN ASET DESA.

,n

KEPALA DESA {Nama
F:*,.& {r .d p:



Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnYa...;

Mengingat: 1. ...;
r)z. ...,
3. dan seterusnya...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESATENTANG ... (Nama Perdes).

.l
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAEI II

Pasa-l ...

BAB...
(dan seterusnya)

Pasal. . .

Perdes ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
,-l\
I I Agar setiap orang mengetahrrinya, memerintahkan pengundangan Perdes ini

dengan penempatannya dalam kmbaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

F;::.#.:q* fr ,rsIh $H'
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LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER : PERATURAN DESA ....(Nama Desa) KECAMATAN"'(Nama

Kecamatan\.,.. I .... {NO URUT PERDES PER DESAll..-(NO URUT

PENYAMPAIAN) /TAHUN .....

b. Peraturan Bersama KePala Desa

KABUPATEN BARITO TIMUR

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

I

I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

: a. bahwa ...............'...;
b. bahwa ..............;
c. dan seterusnya............ ......-.....;

:1...... ..........;
2. .......... ........;

3. dan seterusnya............ .........;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul
Peraturan Bersama).

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

i
[q${$ liliHr]ir i

$,.l /,i1,,,:{,.l,,rj::,*$1,,$, ii;

h t



BAB II

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pasal ..

BAB...
Pasal ...

BAB...
KETENTUAN PERALIHAN fiika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

.-1. Pasal "'
I peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang€rn

Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama

Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)

{Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) {Nama Tanpa Gelar dan Pangkat}

l' Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

(Nama)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

F:i'.:il" ffi {,.rll-\ l:l
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e. PerKades

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

KABUPATENBARITO TIMUR

PERKADES ... (Nama Desa)

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

(Judul PerKades )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-t)
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PerKades ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

PFrffi,AF
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BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN fi ika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...
perKades ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PerKades ini dengan penempatalLnya dalam Berita Desa"' (Nama Desa)'

DitetaPkan di ...
Pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

{Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA..- (Nama Desa) TAHUN "' NOMOR "'

NOMOR REGISTER : PERATURAN KEPALA DESA ....(Nama Desa)

KECAMATAN...(Nama Kecamatan).... /KABUPATEN BARITO TIMURI No URUT

PERKADES ).... /TAHUN .....

d. Keputusan KePala Desa

KABUPATENBARITO TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan KePaIa Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

4,,

b.

c.

rl

Menimbang



'il

Mengingat

Memperhatikan 1. ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkal

KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ....
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama TanPa Gelar dan Pangkat)

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal

atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal

adalah jenis Perdes dan PerKades yang bersifat mengatur (Regelling),

sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yar;g bersifat penetapan

(Beschikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Perdes

a. Batang Tubuh Perdes

1) Ketentuan Umum;

2) Materi yang diatur;

3) Ketentrran Peralihan (kalau ada); dan

4) Ketentuan PenutuP.
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b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak
merupakan keharusan.

Jika Perd,es mempunyai materi yang rLrang lingkupnya sangat luas
dan mempunyai banyak pasai, maka pasal-pasal tersebut dapat

dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan

materi-materi dalam Bah, Bagran dan Paragraf dilakukan atas dasar

kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;

2l Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;

3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagral, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis
sebagai berikut :

1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab

semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN TIMUM

2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan

huruf kapital dan diberi judul. Huruf awaL kata Bagian, urutan
bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali
huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

BAB II
( ......... JUDUL BAB

Bagian Kedua

3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf

ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah

huruf pertama difulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua

( ......... Judul Bagian
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Paragraf 1

(Judul Paragraf)

4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu noffna dan

dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Perdes lebih baik

dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada

dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat,

kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu

serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor

urrrt dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis
dengan huruf kaPital.

Contoh:

Pasal 5

5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi
nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung
tanpa diakhiri tanda baca. Safu ayat hanya mengatur satu hal

dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

(u.....-.,...

12t.......-,,.

(3|......-....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian ttnsur, maka di

samping dirumuskan dalam bentuk kalirnat yang biasa, dapat

pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal ....

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat

nEuna pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat

pedagang.

lsi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan
sebagai berikut :

Hlu,,t:t ii :ti..,.*t,. *x
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Karfu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

a. nama pedagang;

b. jenis dagangan;

c. besarnya iuran; dan

d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi,

hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian

kesatr-ran dengan kalimat berikut :

b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;

c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam llnsur-u.nsur yang

lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke

dalam.

e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi

tanda baca titik dua {:);

f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat.

Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu

dipertimban gkan pemecahan pasal yarlg bersangkutan ke

dalam beberapa Pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai

rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di

belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

..; dan

(31

T} a

b
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b. Jika suatu rincian
maka perincian itu

memerlukan perincian lebih lanjut,
ditandai dengan angka l, 2, dan

seterusnya.

(41

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

{Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal ...

(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Pertama

(Judul Bagtan)

Paragraf 1

(Judul paragraf)

Pasal ....

'6:h6iie. #:,i;l',}u*H



(1) (Isi ayat);

(2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

dan

1.

2.

3.

Isi sub ayat1'

(perincian sub ayat);

(perincian mendetail dari sub ayat);

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal

pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

1) Batasan dari pengertian;

2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalarn Perdes; dan

3) Hal-ha-l lain yang bersifat umum yang berlaku bagr pasal-pasal

berikutnya.

Jika ketentuan umllm berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan

dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab

dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Perdes ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Timur.

a.

b.

a)

b)

c)

1)

2l

it

I

2.

\).
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Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalarn materi

yang diatur ditemPatkan teratas.

2. Jtka pengertian atau istiiah mempunyai hubungan atau kaitan

dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau

istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok

berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematik

sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi

yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang

ada seperti :

1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menJrusun

materi Perdes harus memperhatikan dasar hukumnya.

2) Landasan filosofis, artinya alasan

diterbitkannya Perdes.

yang mendasari

3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Perdes yang ditertritkan
jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di

tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat dan agama.

4) Landasan politis, maksudnya agar Perdes yang diterbitkan dapat

berjalan sesuai d.engan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di

tengah-tengah masYarakat.

5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :

a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan

Umum atau pasal-pasal ketentuan umllm jika tidak ada

pengelompokan dalam bab-

b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang

akan dijadikan materi Ketentuan Lain-iain, hendaknya
ditempatkan dalam keiompok materi yanS diatur dengan judul
yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Latn-latn hanya dicantumkan untuk ketentuan yang

lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu

diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada

bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

$ ',.'" '
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c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas

mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum

peraturan baru itu berlaku. Pada asasnya pada saat peraturan baru

berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi

tidak berlaku. Kalau asas ini d.iterapkan tanpa memperhitungkan

keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum,
ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap

peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan

atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan

berfungsi:

1) Menghidari kemungkinan
(Rechtsvacuum).

terjadinya kekosongan hukum

2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheid).

3) Perlindungan hukum (Rechtsbeseherming), bagi

kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan"

terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam

rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara

keselgruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini
bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan

harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa

peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa

pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan

peratrrran baru) atau penentrran jangka waktu tertentu atam mengakui

secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan PenutuP.

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Perdes,

yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam

melaksanakan Perdes, yaitu beruPa:

a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutiQ, yaitu
menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan hal-hal tertentu.

b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu
pendelegasian kew-enangan untuk membuat peraturan
pelaksanaan (PerKades ).

rakyat atau
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2) Nama singkatan (Citeer Titel).

3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Perdes dapat melalui cara-
cara sebagai berikut:

a) Penetapan mulai berlakunya Perdes pada suatu tanggal tertentu;

b) Saat mulai berlakunya Perdes tidak harus sama untuk
seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda)-

4) Ketenfuan tentang pengaruh Perdes yang baru terhadap Perdes yang

lain.

2. Batang Tubuh Peraturan dan Keputusan Kepala Deea

a. PerKades adalah bersifat Mengatur (Regelling).

1) Batang tubuh PerKades memuat semua materi yang akan
dirumuskan dalam pasal-pasal.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :

a) Ketentuan Umum;

b) Materi yang diatur;

c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);

d) Ketentuan PenutuP.

3) Materi muatan PerKades adalah merupakan pelaksanaan dari
Perdes.

4l Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh
PerKades , sarna halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan
materi muatan Perdes.

b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Besehiking|.

1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi
muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan
diatur.

Contoh :

KESATU

KEDUA
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3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mular

berlaku pada tanggal ditetaPkan.

Catatan:

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam
Batang T\rbuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat
penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D. Peautup

a. Penutup rnerupakan bagian akhir suatu Perdes, PerKades atau
Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebela-tr

kanan;

2. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata
diberi tanda baca korna;

3. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan
huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;

4" Penetapan Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala Desa

ditandatangani oleh Kepala Desa;

b. Pengundangan Perdes dan Keputusan Kepala Desa termasuk dalam
bagian Penutup, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Rurnusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di
sebelah kiri (dibawah penandatanganan penetapan);

2. Tempat dan tanggal pengundangan;

3 Nama jabatan yang berwenang mengundangkan ditulis dengan
huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;

4. Tanda tangan;

5. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan
huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

E. Penjelasan

Adakalanya suatu Perdes atau PerKades memerlukan penjelasan, baik
penjelasan umum manpun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang
melatarbelakangi penerbitan Perdes atau PerKades yang bersangkutan.
Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norrna-
norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

'ii$*:l}C iJiil(jlqi i i
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

a. Pembuat Perdes dan PerKades agar tidak menyadarkan argumentasi

pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Perdes dan PerKades

yang dapat meniad akan keragu-raguan dalam interprestasi.

b. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan

Perdes atau PerKades yang bersangkutan.

c. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.

d. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat
peraturan lain.

e. Judul penjelasan sama dengan judui Perdes dan PerKades yang

bersangkutan.

f. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasai yang

pembagiannya dirinci dengan angka romawi.

g. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang
pemikiran, maksud dan tujuan pen)rusunan serta pokok-pokok atau
azas yar-;g dibuat dalam Perdes dan PerKades.

h. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka

Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasail.

i. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Perdes,

atau PerKades.

j. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam
batang tubuh.

k. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Perdes dan
PerKades.

1. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat daiam
ketentuan umu.m.

m. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan

diberi keterangan cukup jelas.

II. PERUBAHAN PERDES, PERKADES ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

].

Perubahan Perdes, PerKades dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau
menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian,
Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran,
diktum dan lain-lainnya.

Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab,
Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, humf, tanda kraca,

lampiran, diktum dan lain-lainnya.

A 6

2.



,rr]

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Perdes, PerKades dan

Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai

berikut:

a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenalg membentuknya.

b. perdes diubah dengan Perdes, PerKad.es dengan PerKades sedangkan

Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.

c. Perubahan Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa

mengubah sistematika yang diubah.

d. Dalam penamaan disebut Perdes, PerKades, Keputtlsan Kepala Desa mana

yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang

keberapa kaJi.

Contoh perubahan yang pertama kati :

PERDES (NAMA DESA)

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERDESMURUNG NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnYa :

PERDES UIATEA DESAI

NOMOR.. TAHUN...

TEfrTAilG

PERUBAIIAIT KEDUA ATAS
PERATURAN DESA........NOMOR ... TAIIUIT ...

TEIITAIIG AIiTGGARAN PEI{I'APATAIT DAN BELJ\NJA DESA

Dalam konsiderans Menimbang Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala

Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan- alasan atau pertimbangan-
pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.

Batalg tubuh Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala Desa yang diubah,
hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasa1 tersebut dimuat
ketentuan sebagai berikut :

tr) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan
Perdes, PerKades atau Keputusan Desa yarrg diubah dan urutan
perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A,

E-- n' ry? ;1'" 1ff
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2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Perdes, PerKades,

dan Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.

g. Apabila Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami
perubahan berulang kali, sebaiknya Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala

Desa tersebut dicabut dan diganti Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala
Desa yang baru.

h. Apabila pembuat Perdes, PerKades, atau Keputusan Kepala Desa berniat
mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila
dibentuk Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala Desa yang baru.

Cara-cara rnerumuskan perubahan Perdes, PerKades
Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :

1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan
nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan
dituliskan "dihapus".

atau Keputusan Kepala

dihapuskan, angka satu
tetapi tanpa isi, hanya

'l Contoh :

BABVPasal 8dihapus.

2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak
merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu,
maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang
dihapuskan.

.-]

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal
tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan
ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh.:

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka
pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu
tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor
sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh:

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka
diletakkan diantara ayat {1} dan ayat (2} dan dituliskan ayat (la).
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a) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan
makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu
pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Dusun Kempul" akan diubah menjadi "wilayah Dusun
Mertaina", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Funai" menjadi
"Murai", tetapi seyos/anya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut :

wilayah Dusua diganti dengan wilayah Dusun

III. PENCABUTAN PERDES, PERtr(ADES ATAU KEPUTUSAIS KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan penggaatian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Perdes, PerKades atau
Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Perdes, PerKades atau
Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar {kenvorm} dari Perdes, atau
PerKades atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya
pada Perdes, PerKades dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut
dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang: a.

MEMUTUSKAN :

MenetapKAn : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang
(dalam ketentuan penutup). Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala Desa
yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya,
dalam arti Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut,
tetapi peraturan pelaksanaarrya masih dapat di.nyatakan berlaku.

b.

bahwa ...tidak sesuai dengan perkembangan
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
pada huruf a perlu menetapkan ...;

keadaan,

dimaksud

!,!...i;1r,i.f.':;. A. 
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Contoh :

K TEHTUAI{ PEHU?UP

Pasal 88

Pada saat Peraturan desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa.......1llomat 22
Tahun 2A2A tentang Pengelol,aaa Aset Desa (.,...1 dicabut dan dinyatakan
tidsk berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala Desa yang
dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Perdes, PerKades

atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan
perubahan Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa
batang tubuh Perdes, PerKades dan Keputusan Kepala Desa tersebut
akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing
pasal tersebut berisi :

- Pasal I : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum Desa.

- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya PerKades atau
Keputusan Kepala Desa tersebut.

2l Pencabutan Perdes, PerKades
oleh Pejabat yang berwenang
sejenis.

Contgh:

dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan
mernbentuknya dan dengan peraturan yang

PERATURAIT DESA.

TENTAIIG

PEISCABUTAIT PERATURAIT DESA.

rrolroR ........TENTAI{G ......
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v. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalarn men1rusun Perdes, PerKades atau
Keputusan Kepala Desa adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk
pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata,
penJrusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan
mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan
pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.

2. Dalarn merumuskan materi Perdes, PerKades, atau Keputusan Kepala
Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah
ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan
tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbuikan pengertian yang
berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang
pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya
sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.

3. Hindari pemakaian :

a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.

b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan
pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam
peraturan perundang-undan.gan yang lebih tinggi derajatnya.

5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk
menyederhanakan susunan Perdes, PerKades atau Keputusan Kepala
Desa dapat dibuat definisi yar:g ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.

6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk
menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan
atau akronim.

7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal
umum dan bila tidak dimuat da-lam Ketentuan Umum, maka seteiah
tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.

8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa
Indonesia. Pernakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan
sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat
dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :

a. Mempunyai konotasi yang cocok;

b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa
Indonesia.

c. Lebih mudah tercapainy'a kesepakatan.

d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.



B. Pilihan Kata atau istilah

I". Pemakaian kata "Kecua-li"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan
kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal ka-limat jika yang
dikecualikan induk kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap \Irarga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat
digunakan kata "disamping".

Contoh:

Diqamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai

Negeri Sipil juga dikenai kewajiba.n melaksanakan Siskamling.

Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk rnenyatakan makna pengandaian atau kemungkiltan, digunakan
kata 'Jika* atau frasa "dalam hal'. Gunakan kata 'Jika' bagi kemungkinan
atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat
diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling,
maka.

Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu
terjadinya sesuatu, sebaiknya menggutnakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu \{rarga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling,
apabila sakit.

Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "da!".

C<lntoh:

A dan B wajib memberikan .....
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Untuk menyatakan sifat alternatif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B waiib memberikan .....

Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa
"dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan .

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh:

Setiap warga Desa MURUNG yang telah berumur 17 {ttafuh belas} tahun
berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk {KTP).

7. Untuk menyatakan kewecangan, digunakan kata "dapat" atau kata
"boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang,
sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk
menyatakan istilah kevrajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh:

Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang
mengalami musibah.

Setiap $rarga Desa wajib membayar iura.n keamanan"

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan
kat"a. "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon
Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus
Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan,
digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau'tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur LT tahun dan belum kawin, tidak
diwqiibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

b.

c.

I
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C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacLr pasal lain, digunakan frasa "sebagaimana. dirnaksud
dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa
"sebagairnana dimaksud pada",

Contoh :

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

.. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan
danjudul Perdes atau PerKades.

Coatoh :

urutan pasal, ayat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (21 Peraturan
Desa Nornor 21 Tahun 2O1O Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok
yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang
tingkatannya sama atam lebih tinggi.

Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara. tegas nomor dari pasal
atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang
terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh:

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
{3}, berhrgas .........

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan
seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku' dapat digunakan.

2.

3.

**
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